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ABSTRAK 

Delisa Hivanti 1301934/2013                :   Peranan Pemerintah Nagari dalam 
Mempertahankan Kerukunan Umat 
Beragama di Nagari Sungai Buluah 
Korong Tanjuang Basuang II, Kab. 
Padang Pariaman 

Dalam mempertahankan kerukunan umat beragama sangat dibutuhkan suatu peran dari 
pemerintahan nagari. Tetapi pada kenyataannya pemerintah nagari masih belum optimal 
dalam mempertahankan kerukanan antarumat beragama.Oleh karena itu latar belakang 
dilakukan penelitian ini dikarenakan peran pemerintah nagari masih belum sepenuhnya 
menjaga kerukunan antarumat beragama, serta masih terlihat pemerintah nagari belum 
sepenuhnya berusaha mengalihkan usaha masyarakat nias, hal ini akan berdampak terjadinya 
permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Ada tiga (3) tujuan dari penelitan ini, yaitu (1) 
untuk mengetahui peran hubungan pribadi (Interpersonal Role)pemerintah nagari dalam 
mempertahankan kerukunan umat beragama, (2)  untuk mengetahui peran yang berhubungan 
dengan informasi (Informational Role) pemerintah nagari dalam mempertahankan kerukunan 
umat beragama, (3) untuk mengetahui peran pembuat keputusan (Decisional Role) 
pemerintah nagari dalam mempertahankan kerukunan umat beragama. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini 
dilakukan di Kantor Wali Nagari Sungai Buluah Barat dan di Korong Tanjuang Basuang II, 
Informan penelitian ditentukan secara Purposive sampling. Uji keabsahan data dilakukan 
dengan triangulasi kemudian data dianalisis dengan mereduksi data dan menarik kesimpulan 
selama penelitian dilakukan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah nagari dalam 
mempertahankan kerukunan umat beragama masih belum optimal, ini terlihat dari masih 
terdapat komunikasi antara masyarakat Nias dan pemerintah nagari yang tidak terjalin dengan 
baik, pemerintah dalam mengalihkan usaha masyarakat Nias belum efektif sehingga 
masyarakat Nias masih beternak babi dikarenakan tidak adanya penyuluhan dari pemerintah 
nagari dalam pengalihan ternak. 

 
Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Nagari, Kerukunan Umat Beragama 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang mana 

terdapat suku-budaya, bahasa, adat istiadat beraneka ragam, sehingga bangsa 

Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Dalam Faisal (2014:32)  

Hildred Geertz erdapat lebih dari 300 kelompok etnis yang 

berbeda-beda di Indonesia, masing-masing dengan identitas budayanya sendiri-

sendiri, dan lebih dari 250 bahasa daerah dipakai dan hampir semua agama-

agama penting dunia diwakili, selain agama-agama asli yang banyak 

Keanekaragaman  tersebut merupakan  suatu kenyataan sebagai kekayaan bangsa 

Indonesia.  

Demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam suatu Negara maka diatur 

dalam Perundang-undangan yang menjadi dasar suatu Negara dalam 

mempertahankan kerukunan tanpa membedakan etnis, golongan, kepentingan, 

dan yang sejenisnya. Negara berkewajiban memfasilitasi masyarakat yang hidup 

di dalam wilayahnya untuk dapat hidup rukun berdampingan. Pancasila sebagai 

dasar negara berusaha mewujudkan kerukunan penduduk termasuk di dalamnya 

kerukunan dalam beragama. Pancasila telah disepakati menjadi dasar negara dan 

berfungsi untuk mengayomi kemajemukan agama di Indonesia. Sila-sila dalam 
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pancasila diperincikan lagi ke dalam Undang-Undang Dasar yang disebut UUD 

1945 melalui pasal-pasalnya. 

Negara menjamin kebebasan semua warga negaranya untuk 

melaksanakan kepercayaannya masing-masing seperti yang tercantum dalam 

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beri

arti bahwa keanekaragaman pemeluk agama yang ada di Indonesia diberi 

kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-

masing. Kebebasan yang demikian harus dilakukan agar tidak mengganggu dan 

merugikan umat yang beragama lain, karena jika hal tersebut terjadi akan 

membawa akibat yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa.  

Saat ini terdapat 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, 

Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu. Dalam mempertahankan 

kerukunan umat beragama dibe rbagai wilayah Indonesia pemerintah telah 

mengatur dalam Peraturan bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor : 9 Tahun 2006, Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan 

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 

Pendirian Rumah Ibadat. Dengan adanya Peraturan bersama Menteri Agama dan 

Menteri Dalam Negeri akan terjalin hubungan yang baik antar satu agama 

dengan yang lainnya. 
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Menurut Badan Pusat Statistik (2011) Sumatera Barat memiliki 

persentase yang cukup tinggi masyarakat penganut Islam, hal ini dikarenakan 

Sumatera Barat memiliki adat istiadat yang mana didalamnya terdapat unsur-

unsur keIslaman. Hal itu tercermin dalam pepatah yang berlaku di Sumatera 

Barat atau Adat MinangKabau   

 tersebut selalu dipakai di Minangkabau sampai saat ini. 

Walaupun begitu di Sumatera Barat tetap ada penganut agama lain seperti  

agama Kristen, bahkan telah membangun tempat ibadah disekitar masyarakat 

yang beragama Islam. Salah satunya di Nagari Sungai Buluah Korong Tanjuang 

Basuang II, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman. Di Nagari tesebut 

masyarakat yang beragama Islam telah menerima kehadiran masyarakat non-

muslim serta menerima seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat non-

muslim, baik itu perayaan Natal dan Tahun Baru. Walau telah menerima 

kehadiran masyarakat non-muslim tetap saja masih terjadi permasalahan

pemasalahan yang mengganggu kerukunan antar umat beragama. 

Pemerintah nagari memegang peran penting dalam mempertahankan 

kerukunan umat beragama. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur 

Nomor: 01 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah 

Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 

Beragama,Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian 

Rumah Ibadat Di Provinsi Sumatera Barat pasal 7 ayat (2) tugas dan kewajiban 

Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari: a. Memelihara ketentraman dan ketertiban 
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masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di 

wilayah kelurahan/desa/nagari b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling 

pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama. 

Berikut jumlah tempat ibadah yang berada di Nagari Sungai Buluah 

Tanjuang Basuang II, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman: 

Tabel 1.1 Jumlah Tempat Ibadah 
Tempat Ibadah Jumlah 

Masjid 1 
Surau/Musholla 2 
Gereja Katolik 1 

Gereja Protestan 1 
Sumber : Observasi Peneliti Tanggal 25  Juli 2017 
 
 Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Masjid serta Surau/Musholla lebih 

banyak dibandingkan gereja. Masyarakat Nagari Sungai Buluah di Korong 

Tanjuang Basuang II mayoritas beragama Islam, maka dari itu Pemerintah 

Nagari harus mengawasi dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu 

kerukunan umat beragama, seperti kebiasaan-kebiasaan kegiataan keagaaman 

yang dapat merusak kerukunan.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti Pendapat lainnya 

dari masyarakat Nagari Sungai Buluah Korong Tanjuang Basuang II ibu Tena 

umur 60 tahun tanggal 17 Mei 2017 mengatakan bahwa: 

Buluah agar tidak terjadi demonstrasi, hal ini disebabkan pada saat 
perayaan tahun baru masyarakat yang beragama kristen katolik dan 
protestan mengkonsumsi babi, banyaknya potongan tubuh babi yang 
dibuang kesaluran air (banda) sekitar masyarakat, sehingga menyebabkan 
air yang semestinya digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-
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 Pendapat selanjutnya dari masyarakat Nagari Sungai Buluah Korong 

Tanjuang Basuang II Ibu Silam umur 45 tahun tanggal 17 Mei 2017 mengatakan 

bahwa: 

a saat polisi mengamankan Nagari Sungai Buluah agar tidak 
terjadi demontrasi, masyarakat Kristen katolik dan protestan yang beternak 
babi diberi peringatan agar tidak beternak babi lagi karena hal ini 
menggangu ketentraman masyarakat yang beragama islam disebabkan bau 
yang menyengat dari babi, serta bagian dari tubuh babi yang dibuang 
kesaluran air sehingga menjadi tercemar,  babi-babi yang ada pada saat itu 
dijual kementawai. Namun peringatan itu hanya bersifat sementara karena 
pada saat ini babi-babi tersebut diternak kembali, pada awalnya kandang 
babi dibuat dibelakang rumah sekarang dijarakkan dari rumah dan 

 
 

Berikut skema saluran air yang terkena dampak dari potongan babi yang 

dibuang masyarakat nias sehingga sampai kesaluran air masyarakat muslim:

Gambar 1.1 Skema Banda Irigasi di Korong Tanjuang Basuang II

 
Adanya masalah kebiasaan masyarakat beragama Kristen dalam 

mengkonsumsi babi dan beternak babi menunjukkan masalah dalam nagari, 

pemerintah nagari tidak dapat mengendalikan masalah tersebut sebelum terjadi 
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demonstrasi oleh anak nagari itu sendiri. Hal ini  menunjukkan pemerintah nagari  

tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat secara langsung tentang keresahan 

di tengah-tengah masyarakat yang berbeda agama tersebut.  

Selanjutnya oleh Wali Nagari Sungai Buluh Barat Bapak Nurhedi Umur 

55 tahun tanggal 25 Juli 2017: 

Basuang II yaitu beternak babi bertujuan untuk jual-beli, sebab keuntungan 
berjualan babi lebih banyak didapat dibandingkan beternak sapi, kambing, 
kerbau, dan lain-lain. Selaku wali nagari telah mengalihkan usaha 
masyarakat Kristen tersebut dengan beternak itik beserta pakannya tetapi 

 
   

Dari penuturan walinagari  tersebut bahwa telah mengalihkan usaha 

masyarakat yang beternak babi dengan beternak itik beserta pakannya, tetapi 

pemerintah nagari tidak pernak mengawasi secara langsung perkembangan usaha 

itik yang telah diberikan tersebut, sehingga tidak mengetahui bahwa itik itu 

dipelihara dengan baik atau tidak. Pemerintah nagari  juga tidak melakukan 

pelatihan-pelatihan khusus sebelum memberikan bantuan pengalihan ternak, 

sehingga menjadi tidak tepat sasaran yang seharusnya dapat merubah kebiasaan 

masyarakat yang beragama Kristen untuk tidak beternak babi menjadi tetap 

berfikiran bahwa beternak babi menjadi sumber penghasilan yang lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan beternak itik.  

Selanjutnya oleh Sekretaris Nagari Sungai Buluh Barat Bapak Syahrial 

Umur 47 tahun tanggal 23 N
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Korong Tanjuang Basuang II terdapat sebanyak 196 KK tetapi hanya 35 KK 

 

Dari penuturan sekretaris nagari tersebut bahwa bantuan itik yang di 

berikan pada masyarakat nias hanya sebagian kecil saja dari banyak KK yang 

mendapat bantuan ternak itik dalam pengalihan usaha ternak babi, sehingga 

masih banyak masyarakat yang tetap mempertahankan usaha ternak babi sebagai 

sumber ekonomi. 

Permasalahan yang lain yaitu pemerintah nagari tidak mencari informasi-

informasi yang ada di tengah masyarakat, sehingga dengan begitu pemerintah 

nagari terlambat mendapat informasi mengenai perkembangan kerukunan umat 

beragama, hal itu dapat dilihat dari setelah diberi peringatan untuk tidak 

memelihara babi bagi masyarakat Kristen tetapi tetap dilanggar peringatan 

tersebut baru diketahui setelah kandang babi telah banyak kembali. Seharusnya 

pemerintah nagari selalu mengawasi apapun yang terjadi ditengah masyarakat 

sehingga tidak terjadi kembali gejolak-gejolak pada masyarakat. 

Saat ini beternak babi telah banyak dilakukan masyarakat Kristen, ini 

diketahui dari kandang babi yang di temui, begitupun dengan suara-suara yang 

dikeluarkan oleh babi pada malam hari sangat mengganggu masyarakat yang 

beragama islam. Peranan pemerintah nagari dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan antar umat beragama sangat penting. Hal ini disebabkan perbedaan 

kebiasaan yang dilakukan oleh agama Islam dan Non- Muslim. Walau memiliki 

kebiasaan yang berbeda Pemerintah Nagari harus tetap memperhatikan 
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kebutuhan yang dibutuhkan agama lain, ini bertujuan untuk menjaga kerukunan 

antar umat beragama. 

Berdasarkan permasalahan tentang kerukunan umat beragama di Nagari 

Sungai Buluah Korong Tanjuang Basuang II, Kec. Batang Anai, Kab. Padang 

Pariaman, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi 

dengan judul "Peranan Pemerintah Nagari dalam Mempertahankan 

Kerukunan Umat Beragama di Nagari Sungai Buluah Korong Tanjuang 

Basuang II, Kab. Padang Pariaman  

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari latar belakang diatas dapat diuraikan masalah yang teridentifikasi 

dari penelitian ini adalah: 

1. Pemerintah nagari tidak mengantisipasi permasalahan sebelum terjadi konflik.

2. Pemerintah nagari tidak berinteraksi secara langsung dengan masyarakat 

tentang keresahan yang ada dimasyarakat. 

3. Rendahnya pengawasan pemerintah nagari dalam pengalihan usaha (ternak) 

untuk masyarakat yang beragama kristen. 

4. Tidak dilakukannya pelatihan-pelatihan khusus pada saat masyarakat yang 

beragama Kristen dalam pengalihan usaha. 

5. Tidak tepat sasaran pemerintah nagari dalam mengalihkan usaha ternak untuk 

masyarakat beragama Kristen. 

6. Kurangnya pemerintah nagari dalam mencari informasi-informasi 

perkembangan kerukunan umat beragama. 
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7. Rendahnya pengarahan dari pemerintah nagari sehingga masyarakat beragama 

Kristen kembali lagi dalam beternak babi. 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Mengingat luasnya permasalahan yang ada dan keterbataan waktu, biaya 

serta keterbatasan pengetahuan, maka penulis membatasi permasalahan yang 

dibahas yaitu Peranan Pemerintah Nagari dalam Mempertahankan Kerukunan 

Umat Beragama di Nagari Sungai Buluah Korong Tanjuang Basuang II, Kab. 

Padang Pariaman  

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan 

masalah yang penulis uraikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah peran interpersonal pemerintah nagari dalam mempertahankan 

kerukunan umat beragama? 

2. Bagaimanakah peran informasi pemerintah nagari dalam mempertahankan 

kerukunan umat beragama? 

3. Bagaimanakah peran membuat keputusan pemerintah nagari dalam 

mempertahankan kerukunan umat beragama? 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui peran antarpribadi (Interpersonal Role) pemerintah 

nagari dalam mempertahankan kerukunan umat beragama. 
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2. Untuk mengetahui peran informasi (Informatinal Role) pemerintah nagari 

dalam mempertahankan kerukunan umat beragama. 

3. Untuk mengetahui peran membuat keputusan (Decisional Role) 

pemerintah nagari dalam mempertahankan kerukunan umat beragama. 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait Ilmu Administrasi 

Publik, khususnya Pemerintahan Nagari, Pengantar Illmu Pemerintahan dan 

Kepemimpinan serta dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti lain.  

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai informasi yang 

berguna khususnya bagi Pemerintah Nagari agar tetap mempertahankan 

kerukunan umat Beragama sehingga tetap terjalin silaturahmi dan tidak 

menimbulkan konflik yang didasari oleh perbedaan kebiasaan dalam 

beragama. 

b. Peneliti sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan mendapat gelar 

Sarjana Administrasi Publik pada jurusan IAP FIS UNP. 


